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ABSTRAK

PENERAPAN KEBIJAKAN PUBLIK TERKAIT SISTEM E-VOTING DAN
E-VERIFIKASI PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM
MENINGKATKAN AKURASI PERHITUNGAN SUARA SERTA
PARTISIPASI MASYARAKAT DI DESA BELIK KABUPATEN
PEMALANG

Oleh:
Hana Safitri Latif*, Rizky Septiana Widyanintyas®

Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan publik harus mengidentifikasi masalah
yang dihadapi oleh masyarakat lalu dalam megeluarkan kebijakan publik harus
bisa menjawab masalah tersebut. Kebijakan pilkades dengan sistem E-Voting dan
E-Verifikasi yang dilaksanakan di 172 secara serentak di Kabupaten Pemalang,
dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata
Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Penelitian hukum
ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem E-Voting dan E-Verifikasi dalam
meningkatkan akurasi perhitungan suara dan partisipasi masyarakat di Desa Belik
Kabupaten Pemalang.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis normatif empiris. Penelitian ini
diawali dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder
dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Data yang
yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan dianalisis secara
kualitatif. Hasil analisis data diuraikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukan: 1) pelaksanaan Sistem E-Voting dan E-verifikasi
dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat belum maksimal jika
dibandingkan dengan Pilkades Tahun 2012 justru mengalami penurunan. 2)
Tingkat akurasi penghitungan suara secara E-Voting sudah dapat meningkatkan
tingkat akurasi dari segi kecepatan serta ketepatan.
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ABSTRACT

IMPLEMENTATION PUBLIC POLICY INVOLVES E-VOTING AND E-
VERIFICATION IN INCREASING VOTE COUNTING ACCURACY
AND CITIZENS PARTICIPATION IN THE BELIK VILLAGE,
PEMALANG

By:
Hana Safitri Latif’, Rizky Septiana Widyanintyas*

The government to expend the public policy should identificate the problems
which was faced by ancient society. The raj to pull out the public policy have to
be able to answer the problem. Head village ellection policy with E-Verification
and E-Voting system that is held in 172 village in Pemelang District ehich is
proved in local regulation Number 10, 2018 About How To Choose, Elevate,
Dismiss Headman. The purpose of the study is how to know E-Verification and
teh participant the society in Belik Village, Pemalang.

Teh study is Descriptive with empirical normative approach. The data was
collect by review literature and field research. The data was anlyzed by qualitative
method and elaborated descriptively.

The gain of the study show that : 1) Implementation od E-Verification and E-
Voting system in ordr that citizens is able participate the headman election has not
been maximal than headman election in 2012. 2) The accuracy of E-Voting has
able to increase accuracy level by the side of sensibility and rapidity.

Keywords: Public Policy, E-Voting, E-Verification, Participation, Accuracy

* Mahasiswa Strata Satu (S-1) pada Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

* Dosen Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Administrasi Negara
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta



